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Pendahuluan

Fenomena keterlibatan anak dalam sektor informal seperti asongan merupakan realitas sosial yang tak bisa dihindari
di tfengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata. Anak-anak yang bekerja sebagai asongan umumnya
berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan memerlukan tambahan penghasilan. Keberadaan
mereka di ruang public baik di tferminal, pasar, kawasan wisata, hingga pinggir jalan menunjukkan bahwa pekerja
anak telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat kurang mampu. Meskipun sebagian pihak
memandang hal tersebut sebagai bentuk kemandirian, dari sudut pandang hukum, keterlibatan anak dalam
kegiatan ekonomi menimbulkan problematika serius, terutama ketika dihadapkan pada aspek perlindungan hukum
dan hak anak sebagai subjek hukum.

Tujuan untuk melihat sejauh mana anak asongan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam relasi
kerja dengan pelaku UMKM. Dengan memahami hak-hak anak dalam hukum ketenagakerjaan serta
bentuk relasi kerja yang terjadi di lapangan, negara dapat membangun mekanisme perlindungan yang
lebih adaptif dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan menekankan pentingnya pengembangan
kompetensi kerja yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tfermasuk pekerja
informal dan anak.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu hukum, memperkaya
literatur akademis terkait penegakan hak anak, dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM
mengenai kewajiban hukum terhadap pekerja informal, khususnya dalam konteks pedagang asongan di
UMKM.
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GAP (Kebaharuan)

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang
berbeda-beda diantaranya:

* Adrina Pungkasari (2023) dengan judul “Problemo’nkc: Ketenagakerjoan Anak Di
Indonesia dan Cara Menanggulanginya’’

* Maya Sri Novita (2022) dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja
Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

* Kristiawan Putra Nugraha (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi

Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang
Perlindungan Anak”

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan (novelty) yang terletak
pada pendekatan konseptual dalam melindungi hak-hak pekerja anak sebagaimana yang
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil
menengah UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja atau yang lebih umum
dikenal sebagai sektor informal. Kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian ini

adalah terkait penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM: dalam
perspektif hukum ketenagakerjaan.




Rumusan Masalah

Apakah Anak dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam
ketenagakerjaan?




Metode

Metode penelitian ini menggunakan kajian konseptual serta melalu pendekatan perundang-
undangan (Statue approach) untuk mengkaji aspek hukum dan peraturan yang terkait
dengan penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif
hukum ketenagakerjaan. Penulis akan menganalisis serta menyesuaikan dan mengidentifikasi
dari pertauran-peraturan yang relevan tersebut untuk menjawab isu hukum penelitian.
Adapun bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian yakni UU UMKM No.20 Tahun
2008, UU No.13 Tahun 2003, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23
Tahun 2002, KUH Perdata, serta Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 yang telah diratifikasi
Indonesia. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder antara lain jurnal maupun
lieratur yang relevan untuk mendukung analisis. Kemudian Analisa hukum yang digunakan
yakni penalaran deduktif. Dengan demikian, analisis fersebut dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
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Hasil dan Pembahasan

A. Hak Anak Asongan dalam Hukum Ketenagakerjaan
Temuan Faktual:

®* Anak asongan bekerja di sektor UMKM sering tanpa perlindungan hukum dan tidak diakui sebagai
subjek hukum dalom hubungan kerja.

®  Meskipun ada UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 35 Tahun 2014, banyak anak tetap bekerja di sektor
informal tanpa kontrak kerja yang sah.

® Pelaku UMKM sering tidak menyadari pentingnya perjanjian kerja dan hak-hak pekerja anak.

Hambatan:

®  Minimnya kesadaran hukum pelaku UMKM
® Pengawasan pemerintah yang lemh dan tidak konsisten
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B. Perjanjian Kerja Anak Asongan
Temuan Faktual;

Perjanjian kerja yang sah harus dilakukan antara pihak yang cakap hukum, sedangkan
dalam konteks anak di bawah umur memerlukan perwakilan wali dan pengawasan
negara.

Pelaku UMKM sering abaikan kontrak kerja dan aspek etika bisnis.

Perjanjian kerja oleh anak asongan dengan sektor UMKM dimungkinkan menggunakan
perjanjian kerja secara lisan.

Ketidakterikatan pelaku UMKM pada regulasi menyebabkan anak rentan terhadap
eksploitasi.

niversi tas
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Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak asongan yang bekerja
di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berada dalam posisi yang rentan secara hukum,
karena tidak diakui secara formal sebagai subjek hukum dalaom hubungan ketenagakerjaan. Meskipun
hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui UU Ketenagakerjaan dan
UU Perlindungan Anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ketenagakerjaan anak di
sektor informal seperti UMKM seringkali fidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian
kerja antara anak dan pelaku UMKM umumnya tidak sah secara hukum karena anak belum cakap
hukum untuk mengadakan perikatan tanpa perwakilan yang sah. Hal ini menimbulkan konsekuensi
hukum yang serius, baik bagi pelaku usaha maupun negara yang gagal menyediakan sistem
pengawasan yang efektif. Ditambah lagi, minimnya kesadaran hukum dan etika bisnis dari pelaku
UMKM, serta lemahnya pengawasan pemerintah, menyebabkan banyaok anak pekerja tidak
memperoleh hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan
ketenagakerjaan yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem perlindungan anak, serta peningkatan
edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan
kepada anak yang bekerja di sektor informal, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui
penegakan hukum, pembinaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang berpihak kepada kelompok
rentan.
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